BPK RI BERI IHDP KALTENG UNTUK BAHAN EVALUASI
CAPAI TARGET PEMBANGUNA
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Sumber gambar: antaranews.com

Palangka Raya (ANTARA)-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
memberikan ikhtisar hasil pemeriksaan daerah (IHPD) tahun 2023. kepada Pemerintah

Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk dijadikan bahan evaluasi dan alokasi
sumber daya ekonomi dalam mencapai target pembangunan.

"IHPD ini dapat dimanfaatkan pemprov untuk merumuskan kebijakan dalam hal
pembinaan terhadap pemerintah kabupaten/kota se-Kalteng," kata Anggota VI BPK RI
selaku Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara VI BPK RI Pius Lustrilanang di Palangka
Raya, Senin.

[HPD tahun 2023 memuat informasi pemeriksaan pada pemprov dan
kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK RI perwakilan Kalteng. Penyampaian IHPD
tersebut dilakukan bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)
BPK RI terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan
Tengah tahun anggaran 2023 yang berhasil kembali meraih opini wajar tanpa
pengecualian (WTP).

Pius mengatakan pihaknya berharap pada 2024, Pemprov Kalteng dapat
meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan lebih menekan tingkat pengangguran. Hal itu
sebagai upaya dalam membuat pencapaian opini WTP Pemprov Kalteng menjadi lebih
sempurna karena diiringi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di provinsi setempat.

"Salah satu yang harus digarisbawahi, pencapaian opini WTP menjadi kurang
sempurna jika tidak dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalteng,"
ujarnya.

Sekalipun Pemprov Kalteng kembali meraih opini WTP tahun anggaran 2023,
Anggota VI BPK RI itu mengakui pihaknya masih menemukan permasalahan terkait
pengelolaan keuangan daerah. Hanya, dampak permasalahan tersebut tidak material

dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan.
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Dia mengatakan permasalahan yang ditemukan BPK RI perwakilan Kalteng
terhadap LKPD 2023 Pemprov Kalteng yakni, pembayaran honorarium dan perjalanan
dinas tidak sesuai ketentuan. Hal itu mengakibatkan realisasi pembayaran honorarorium
dan perjalanan dinas yang disajikan pada LRA tidak mencerminkan nilai yang
sebenarnya.

Pelaksanaan dan pembayaran atas kegiatan belanja modal gedung dan
pembangunan, serta belanja modal jalan irigasi dan jaringan tidak sesuai ketentuan yang
mengakibatkan realisasi kedua belanja modal tersebut. Kondisi Itu, membuat sajian pada
LRA tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya dan hasil pekerjaan belanja modal tidak
dapat dimanfaatkan secara tepat waktu.

Selain itu, penatausahaan keuangan SKPD dan kualitas informasi laporan
keuangan SKPD kurang memadai, yang diantaranya ditunjukkan lemahnya verifikasi dan
validasi pertanggungjawaban belanja SKPD oleh PPK SKPD. "Penatausahaan,
pemanfaatan dan pengamanan aset tetap pun, belum dilaksanakan secara maksimal. Hal
itu berdampak pada saldo Aset Tetap pada neraca per 31 Desember 2023 yang tidak

menggambarkan kondisi sebenarnya," demikian Pius.
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Catatan:

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) memuat Pembagian Tugas dan
Wewenang Pimpinan BPK, Profil Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah, Ringkasan Eksekutif, serta profil pemerintah daerah di wilayah Provinsi
Kalimantan Tengah. IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
selama setahun di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, serta menyajikan hasil
pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian
ganti kerugian daerah.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2023, ITHPD Tahun 2023 merupakan Ikhtisar dari Laporan Hasil
Pemeriksaan (LHP) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah
kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Tengah selama tahun 2023, yang meliputi hasil

pemeriksaan atas LKPD, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas
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pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik
(Banparpol) yang bersumber dari APBD. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak
lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian
daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar
Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun oleh BPK.

Pada Semester I Tahun 2023, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan
keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),
permasalahan sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD. Pada Semester II Tahun 2023, BPK menghasilkan laporan hasil pemeriksaan
kinerja  berupa  kesimpulan dan rekomendasi  perbaikan  kinerja  atas
pelaksanaan/pelayanan/ kegiatan/program pemerintah daerah, serta laporan hasil PDTT
berupa kesimpulan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDTT Kepatuhan tersebut
didasarkan pada Rencana Strategis (Renstra) BPK 2020-2024 yang mengacu pada
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD, yang dapat diakses melalui
kalteng.bpk.go.id.
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